
Menimbang : a.

Mengingat : 1.

ffiUPATI HALfuTAhIERA ffiARAT
JAiL*LO

KEPUTUSAI.T Bt.'PATI I-TALMAHERA BARAT

TEN TANG

PENETAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN SECAR.A SWAKELOLA
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

b.

KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2O1O

tsI.JPATI HALIITAB.IERA BARAT,

bahwa berdasarkan Pasal 39; Keputusan Preside'rt R.!

Nomor B0 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

oleh perguruan tinggi/lembaga ilrniah pemerintah dapat
dilaksanakan dengan Sistem Suvakelola;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dinraksud
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang

Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Secara Swakelola Pada

Badan Ferencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010',

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
[-tndang-undang Nonror 23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat ll Dalarn

Wilayah Daerah Suratantra Tingkat I iv'laluktr menladi
Undang-ulndang;

tJ ndang-u nd an g N omo r I ia I r u lt 1 9 l :i it:ttt-;-, r ; *; ir*lti-rk- p'rI'l'lk

Kepegawaian Sebagalmana Teiair [-.riui:aii ilerigan Urluai'ri-
r-rndang Nomor 43 Tahun 1999;

Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pernbentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaieti
Halrnahera Selatan, Kabupaten Kepuiauan Suia, Kabupaten
l-lalrnahera Timur rJan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi

Maiuku Utara;
,y'

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan.r'i"
Negara; '/
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(l ( (nl^nd trnA.nal hlnrvr nr T"h(rn 2004 tenl:ang

7'Undang--undangillonlcr3,2-Iaiiun2aa4teniang

B. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2A04 tentang

Perimbangan k.rrngan antara Pemerintah Puuiri "'
Daerah;

g. Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan;

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 teniang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

llPeraturanPemerintahNomor3STahun2o0Ttetrtatrg
PembagianUrusanPemerintahanantaraPemerintah,
Pemerintahan Daeralr Provinsi dan Pemerintahan Daeral]

Kabupaten/Kota;

1?.Keputusan Pr.esirjen R.l Nomor 80 Tahun 2003 tentang

Pedoman Pelaksanaan Fengadaan Barang/Jasa Pemerintah

SebagaimanaTelahDiubahKetujuhKalinyaDengan- 
Irei'atui'an Presicien R.! Nontor 97 Tahun ?'AA7',

l3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nonror 13 Tahrrrr ?000

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

l4.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16

Tahun 2008 tentang Susunan organisasi Lembaga Teknis

Daerah KabuPaten Haimahera Barat;

."15.Peraturan Daeralr Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1

Tahun2olotentangPenetapanPerubahanAnggaran
Fendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten Halmahera

Barat Tahun Anggaran 2010;

h|trl!i-*UT'USi{*i'J :

Menetapkain

PERTAMA

KEDUA

Menetapkan Pelaksanaan Kegiatan secara swakeiola Parca

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupatr-'n

Halmahera Bar.at Tahun Anggaran 2010, sebagaimana

tercantum pada Lampiran Keputusan tnt;

Kegiatan sebagai.nana dirnaksud Diktum Kedua, Kepala

BTdan Perencanaan Fembangunan Daeralr Kabupaien

Hblmahera Barat, bertanggung iawab penuh pade p.ose,Jut'

swakelola yang meliputi kegiatan perencanaalr,

pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pengelolaan

i"rrrgun Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

. segala biaya yang timbul sebagai akibat_dikeluarkannya

Kef,utusan ini, 
- 

n pada Anggaran pendapatan dan 
.to

Beianja Daer Anggaran Badan Perencanaan

Pembangunan abupaten Haimahera Barat Tahun .'-'
Anggaran 2010;

KETIGA
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. ii:eputusan ini rilulai Llerlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : lailolo
pada tanggal : 

,',ii 
,' : i-':'.): 2010

NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1 Yth. Menteri Datarn iriegeri cii iakatia,
2. Yih. GubernLlr Maiuku Utara cii Sofiii,

3. Yth. Kepala aluku Utara di Sofifi'

4. Yth. lrrspekt Halmahera Barat di Jailolo,

5. Yth. Kepaia . Halmahera Barat di Jaiioio'



LAMPIMN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BAMT
NOMOR : TAHUN 2010.

TANGGAL I 2010.

TENTANG ; DAFTAR PENFTAPAN PEI-AKSANAAN KEGIATAN SECARA

SWAKELOLA PADA BA.DAI'J PERENCANAAN PEMBAI\GUNAN

DAERAF| KABUPATEN IIALMAHERA BARAT TAHIJN A}JGGAR.AI\J

2010.

NAMTO }T. R.OtsA

NO. PROGRAM KEGIATAN NII-AI KET.

1 Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Draft Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD)

Kab. Halmahera Bari Tahun

2011-2016
Koordinasi Perencanaan Sistem

Kesehatan Daerah (Sl(D)

l(abupaten Halmahera Barat

Penyusunan Pemetaan

Perencanaan Pendidikan Kab

Halmahera Barat

Pengumpulan dan Pengolahan

Data Statistik Daerah (Halbar

dalam Angka {HDA}), lndeks

Pembangunan Manusia (lPM)

dan Produk Domestlk Regional

(PDRB)

Evaluasi RPJMD, Penyusunan

lnformasi dan Proggress

Pembangunan Daerah Tahun

2001-2UA (LP Bupati)

Penyusunan, Pengumpulan

Updating Data lnformasi

Kebutuhan Penyusunan

Dokumen Perencanaan

(SlrtllREl.lDA)

Penyusunan Rancangan RKPD

dan Penetapan RKPD

Rp 300.000.000,-

Rp 190.700 000,-

Rp 190.700 000 -

Rp. 150.000 000,-

Rp. 150.000.000,

Rp 2s0.000 000,

Rp 150.000 000,


